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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah penulis paparkan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi yang 

terdapat dalam perjanjian baku jasa pengiriman barang pada J&T 

Express merupakan bentuk dari membatasi dan mengalihkan tanggung 

jawab bagi pelaku usaha sehingga mengakibatkan perjanjian baku 

tersebut menjadi batal demi hukum, Namun kenyataanya dalam sebuah  

perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi sebagaimana 

telah diperjanjikan sebelumnya masih tetap berlaku dan masih banyak 

dipergunakan oleh perusahaan, karena yang bertentangan hanyalah 

beberapa isi atau syarat dalam sebuah perjanjian bukan isi dan syarat 

keseluruhan dari perjanjian baku tersebut guna untuk membatasi dan 

mengalihkan tanggung jawab pihak perusahaan untuk menjalankan 

sebuah usaha mereka. Meskipun didalam undang-undang yang berlaku 

seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) 

huruf a mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam mencantuman 

klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang mereka buat dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana diatur pada 

Pasal 1320 mengenai suatu sebab yang halal karena terdapat pengalihan 
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tanggung jawab tersebut itu dilarang. Sehingga pihak perusahaan tetap 

bisa membuat perjanjian baku akan tetapi tidak boleh mencantumkan isi 

atau syarat yang mengandung klasula eksonerasi yang bisa merugikan 

konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang.  

2. Penerapan dari klausula ganti rugi pada perjanjian baku dari J&T 

Express tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 

18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan KUHPerdata yang 

sebagaiman juga telah diatur di Pasal 1320, Pasal 1336, dan di 

KUHDagang diatur di Pasal 472 karena berpotensi bermuatan adanya 

unsur dari klausula eksonerasi didalam perjanjian baku dari J&T 

Express, dimana pelaku usaha masih kurang ketat dalam memberikan 

syarat objek barang yang akan dikirim sementara ganti rugi hanya 

mengenai ongkos kirim. Klausula ganti rugi yang diberikan oleh J&T 

Express dalam perjanjian baku ini tidak diberikan secara adil dan tidak 

adanya kepastian hukum dalam memberikan jumlah ganti rugi. Namun, 

pada kenyataanya pihak J&T Express sudah berusaha untuk membuat 

isi dan syarat perjanjian baku tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pembatasan ganti 

rugi yang sudah dibuat sebelumnya sangat diperlukan bagi pihak 

perusahaan guna menjalankan sebuah usaha mereka, karena pada isi dari 

perjanjian tersebut sudah disebutkan dan ditetapkan sebatas mana 

perusahaan akan bertanggung jawab terhadap barang yang akan 
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dikirimkan dan pihak pengguna jasa sudah dianggap menyetujui isi dan 

syarat dari perjanjian baku tersebut.  

B. Saran  

1. Kepada pemerintah dengan berdasarkan penjelasan dari penulis masih 

belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausula 

eksonerasi, dengan ini penulis menyarankan agar pemerintah dapat 

membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausula 

eksonerasi atau melakukan perubahan terhadap UUPK dengan memperjelas 

kriteria dari perjanjian baku yang berisi klausula baku dikarenakan pada 

klausula ini membuat pihak dari konsumen keberatan. Selain itu juga 

pemerintah juga harus lebih teliti dan ketat dalam menentukan isi dari 

klausula baku yang akan dibuat atau diubah oleh pihak perusahaan. 

Pemerintah juga harus lebih mengawasi pada praktek transaksi dari jasa 

pengiriman barang.  

2. Kepada Perusahaan J&T Express untuk memberikan informasi mengenai isi 

dan syarat dari perjanjian tersebut pada para pengguna jasa pengiriman 

barang sebelum melakukan pengiriman karena tidak semua pengguna jasa 

akan membaca dan memahami isi perjanjian yang dicantumkan didalam 

website resmi tersebut dan perusahaan bisa lebih meningkatkan lagi 

pengawasan pada setiap cabang J&T Express guna meningkatkan pelayaan 

serta untuk menghidari terjadinya konfilik antara perusahaan dan kosumen 

sebelum melakukan pengiriman barang pihak perusahaan untuk terlebih 

dahulu medokumentasikan barang yang akan dikirimkan guna untuk 
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memperkuat pembuktian jika pihak perusahaan dituduh oleh pihak 

konsumen karena tidak bertanggung jawab atas barang yang dikirim.  

3. Kepada konsumen yang akan menggunakan pelayanan jasa pengiriman 

barang J&T Express agar lebih teliti dalam membaca dan memahami isi dari 

perjanjian baku yang akan diberikan oleh pelaku usaha jasa pengiriman 

barang, baik mengenai isi dari klausula-klausula yang ada didalam syarat 

dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak J&T Express, sebelum 

melakukan proses pelaksanaan pengiriman barang dan jangan mudah 

terpengaruh dengan biaya asuransi yang murah karena dengan 

menggunakan asuransi belum tentu akan memberikan suatu keadilan dalam 

memberikan ganti rugi.  
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